BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Larangan pemungutan biaya parkir terhadap kendaraan Plat S di Kabupaten
Bojonegoro, secara yuridis kebijakan tersebut adalah bentuk dari perubahan
sistem retribusi tunai ke sistem prabayar atau berlangganan yang berdasar
pada Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 4 tahun 2023. Larangan tersebut
menjadi hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh juru parkir Kabupaten
Bojonegoro sebab pengguna jasa sudah memenuhi kewajiban retribusi saat
membayar pajak kendaraan bermotor. Stiker SKRD menjadi alat bukti
autentik yang dapat memberikan hak kepada yang memiliki stiker ini untuk
memperoleh layanan parkir tanpa adanya pungutan biaya lagi, serta
menghindari praktik pungutan ganda yang melanggar asas keadilan.
Efektivitas implementasi kebijakan larangan pemungutan biaya parkir di
kabupaten Bojonegoro masih berada pada taraf yang kurang optimal. Hal ini
disebabkan oleh masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan
prakteknya di lapangan. Walaupun dinas perhubungan kabupaten Bojonegoro
telah melaksanakan fungsi pembinaan pengawasan maupun sosialisasi,
namun penegakan aturan masih terhambat oleh rendahnya integritas oknum
juru parkir, keterbatasan personal pengawasan, serta minimnya keberanan

masyarakat dalam pemungutan ilegal. Hal inilah
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yang akan berdampak terhadap jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hak bagi pengguna jasa parkir berplat S kabupaten
Bojonegoro.
Saran
Agar dinas perhubungan kabupaten Bojonegoro dapat melakukan
transformasi sistem pengawasan dari model patroli fisik konvensional ke
pengawasan berbasis teknologi atau digitalisasi. Hal ini dimaksudkan agar
sistem pengawasan menjadi lebih ketat lagi sehingga fungsi pengawasan
menjadi lebih akurat terhadap pelanggaran di lapangan.
Agar dinas perhubungan kabupaten Bojonegoro melakukan transformasi
sistem pengawasan dari model patroli fisik konvensional ke pengawasan
berbasis teknologi atau digitalisasi. Hal ini dimaksudkan agar sistem
pengawasan menjadi lebih ketat lagi sehingga fungsi pengawasan menjadi

lebih akurat terhadap pelanggaran di lapangan.
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